BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari identifikasi masalah sebagaimana telah disebut dalam Bab I penulisan

ini, maka telah dilakukan analisa pada Bab IV dengan berlandaskan teori-

teori dan aturan-aturan hukum yang telah dijabarkan dalam Bab 11 dan Bab

Il penulisan ini, akan ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis

lakukan pada bagian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penyedia jasa angkutan perkotaan dalam hal ini tidak menyediakan

2.

angkutan perkotaan sesuai yang meliputi keamanan, keselamatan,
kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Bila dikaji
dari syarat sahnya perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata,
unsur keempat dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi.
Perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur obyektif dalam perjanjian ini
dan dapat dinyatakan batal demi hukum. KUHPerdata telah
memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian
secara itikad baik jaminan keadilan. Sehingga jika ada penumpang yang
merasa dirugikan oleh pihak angkutan perkotaan, bisa meminta
pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada pihak angkutan

perkotaan.

Apabila pengemudi dan/atau perusahaan angkutan perkotaaan
menimbulakn kerugian terhadap penumpang akibat menyediakan
angkutan perkotaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar
pelayanan minimal angkutan perkotaan yang meliputi keamanan,
keselamatan, kenyamanan. Kerterjangkauan, kesetaraan, dan
keteraturan, pertanggungjawbaan dapat dilakukan oleh pihak
pengemudi dan pihak perusahaan pengangkutan umum tergantung isi

dari perjanjian antara peusahaan dan pengemudi angkutan umum.
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Namun di dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUHPerdata tanggung jawab
disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika
seseorang yang berada dibawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan
yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sejalan dengan hal
itu, dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa
pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu
pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap
pekerjanya dalam menjalankan tugasnya. Sehingga berdasarkan ketentuan
tersebut, diketahui bahwa perusahaan angkutan perkotaan memiliki
kewajiban untuk mengganti kerugian akibat lalainya perusahaan tersebut
dalam melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memenuhi standar minimal

angkutan perkotaan.

. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran yang telah dilakukan oleh penulis

dalam Bab 1V, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan angkutan perkotaan: perusahaan angkutan perkotaan
perlu memenuhi standar yaitu sehingga penumpang merasa nyaman
dalam menggunakan angkutan perkotaan karena perusahaan angkutan
perkotaan memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian akibat
lalainya perusahaan dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

2. Bagi penumpang: penumpang harus berhati-hati dan lebih selektif
dalam memilih angkutan perkotaan yang akan digunakan.

3. Bagi dinas perhubungan: agar lebih ketat dan teliti dalam uji kelayakan
angkutan umum dipakai untuk menangkut penumpangb agar

melindungi keamanan dan kenyamanan penumpang.
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